BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dikemukakan dalam bab ini adalah kesimpulan yang telah
diperoleh oleh penulis melalui penelitian dan analisis yang telah dilakukan.
Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan analisis diatas yang telah

dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, permasalahan yang timbul
adalah pelaksanaan dari peraturan mengenai Hak Cipta yang dapat dijadikan
sebagai objek Jaminan Fidusia. Melalui hasil penelitian dilapangan diperoleh
hasil, bahwa peraturan mengenai Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek
jaminan dalam Jaminan Fidusia tidak berjalan atau dengan kata lain bank
yang dijadikan sebagai koresponden tidak menerima Hak Cipta sebagai objek
jaminan dalam Jamnian Fidusia. Hal tersebut dikarenakan berbagai faktor
yang telah dipaparkan dalam hasil penelitian dan analisis diatas. Faktor-faktor

tersebut adalah sebagai berikut :
a. Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud

b. Terdapat kesulitan dalam hal eksekusi, apabila pihak debitur wanprestasi

terhadap perjanjian kreditnya
c. Nilai dari Hak Cipta tidak dapat ditentukan atau tidak dapat dipastikan

d. Masih kurangnya perlindungan terhadap Hak Cipta, sehingga bank tidak

mau mengaambil resiko yang terlalu besar

Melalui faktor-faktor yang mengakibatkan bank tidak menerima Hak Cipta
sebagai objek jaminan dalam Jaminan Fidusia, memperlihatkan bahwa

peraturan mengenai Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia terdapat



kekurangan. Hal tersebut mengakibatkan bank dalam hal ini tidak mencapai
fungsi dari bank itu sendiri, yaitu mensejahterakan masyarakat melalui kredit
yang diberikan oleh bank yang dalam hal ini salah satu bentuk kreditnya yaitu

Jaminan Fidusia.

2. Berdasarkan hasil penelitian juga, bank melihat bahwa peraturan mengenai
Hak Cipta dapat dijadikan Jaminan Fidusia juga masih terdapat kekurangan.
Kekurangan tersebut dapat dilihat dari tidak adanya peraturan mengenai nilai
atau penentuan nilai terhadap Hak Cipta. Nilai yang dimilki oleh Hak Cipta
sangat ditentukan oleh pemegang Hak Cipta. Hal tersebutlah yang membuat
bank tidak memiliki kepastian dalm menentukan nilai pinjaman yang dapat
diberikan kepada debitur yang akan menjaminkan Hak Cipta sebagai jamian
dalam Jaminan Fidusia. Peraturan Jaminan Fidusia juga belum
mengakomodasi mengenai cara mengeksekusi benda bergerak tidak berwujud,

khususnya Hak Cipta.

3. Berdasarkan hasil penelitian juga, bank melihat eksekusi terhadap Hak Cipta
juga sangat sulit dilakukan. Dalam peraturan memang diatur mengenai
eksekusi terhadap objek yang dijadikan sebagai jaminan dalam Jaminan
Fidusia, akan tetapi bank melihat bahwa cara tersebut belum dapat dilakukan
terhadap objek yang masuk dalam kriteria benda bergerak tidak berwujud

yang dalam hal ini adalah Hak Cipta.

Ketiga kesimpulan itu yang dapat diperoleh oleh penulis berdasarkan hasil
penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Kesimpulan secara garis besarnya
adalah bahwa peraturan mengenai pemberian jaminan terhadap objek Hak Cipta
belum dapat dilaksanakan di Indonesia, dikarenakan berbagai dua faktor besar, yaitu

nilai dan cara mengeksekusi Hak Cipta itu sendiri.



5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan terhadap hasil penelitian ini adalah sebagai
berikut:

1. Perlu adanya kebijakan yang lebih lanjut mengenai peraturan tentang
pemberian Jaminan Fidusia terhadap Hak Cipta. Kebijakan ini terkait nilai
ekonomi Hak Cipta. Hal ini diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan
oleh penulis serta kesimpulan yang telah diperoleh. Dalam penelitian dan
anlisis diatas terlihat bahwa peraturan ini tidak dapat berjalan dikarenakan
nilai ekonomi yang tidak pasti, sehingga dalam hal ini perlu adanya kepastian
bagi bank dalam menentukan nilai dari Hak Cipta itu sendiri. Hal tersebut
dapat dilakukan dengan cara mengatur secara tegas mengenai nilai di dalam
peraturan Hak Cipta atau menyiapkan sumber daya manusia yang dapat

menilai Hak Cipta itu sendiri.

2. Perlu adanya peraturan yang mengatur secara khusus mengenai eksekusi Hak
Cipta apabila debitur ingkar janji atau wanprestasi. Saran ini diberikan karena
sifat dari Hak Cipta yang merupaan benda bergerak tidak berwujud. eksekusi
terhadap benda bergerak tidak berwujud perlu dibedakan dengan benda
bergerak yang berwujud. Benda bergerak berwujud sangat mudah dalam hal
pengeksekusiannya, akan tetapi benda bergerak tidak berwujud sulit untuk
dieksekusi. Oleh karena itu, perlu diatur secara tegas mengenai cara eksekusi
yang terbaik bagi cara eksekusi untuk benda bergerak tidak berwujud,
khususnya Hak Cipta.

3. Perlu adanya penegakan pelanggaran yang lebih terhadap Hak Cipta. Saran ini
diberikan karena di Indonesia penegakan pelanggaran terhadap Hak Cipta
masih dirasa kurang. Hal tersebut dapat dilihat dari masih maraknya
pelanggaran terhadap Hak Cipta, khususnya di Indonesia. Pelanggaran

tersebut yang membuat Hak Cipta sangat sulit dijadikan objek Jaminan



Fidusia. Bentuk penegakannya dapat berupa ikut sertanya Negara dalam
pengeakan ini atau dengan kata lain pelanggaran terhadap Hak Cipta diambil
alih oleh Negara tanpa perlu adanya pengaduan seacara langsung oleh

pemegang Hak Cipta.
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